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ABSTRACT 

 

Socio-economic inequality in Indonesia remains a serious problem, with most of the 

country's wealth controlled by a small minority of the population. Coastal communities, 

especially fishermen, face severe poverty, prompting various entities to implement 

economic empowerment programs. However, the effectiveness of these programs is often 

questioned, leading to the Social Return on Investment (SROI) method being used to 

measure the social, economic and environmental impacts of such investments. SROI 

offers a more comprehensive evaluation approach, but its application in Indonesia, 

especially in coastal areas, is still very limited. This study aims to analyze the challenges 

of applying SROI in Indonesia's coastal areas, with a focus on economic empowerment 

programs. These challenges come from program providers, such as corporations that 

focus on regulatory compliance, governments that are more output-oriented, and NGOs 

with limited resources. In addition, challenges also come from beneficiaries, including 

low levels of education, short-term orientation towards aid, and daily economic 

constraints. This research offers a contribution to the development of more effective and 

sustainable economic empowerment policies and strategies in Indonesia, in order to 

reduce socioeconomic inequality nationwide. 

Keywords : Social Return on Investment, Corporate Social Responsibility. 

 

PENDAHULUAN 

Ketimpangan sosial ekonomi 

merupakan salah satu masalah mendasar 

yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. 

Menurut World Bank (2015) 

pertumbuhan ekonomi cendrung hanya 

menjadi konsumsi bagi sebagian besar 

masyarakat mampu, yaitu mencapai 

20% dari jumlah penduduk. Widyanita 

(2017) menjelaskan ketimpangan 

tersebut juga tergambarkan dari total 

kekayaan yang hanya dikuasai segelintir 

orang. Di Indonesia, 49,3% total 

kekayaan negara hanya dimiliki oleh 

sekitar 1% penduduk. 

Permasalahan ketimpangan di 

Indonesia tidak hanya terjadi dalam 

dimensi antar perorangan namun juga 

antar wilayah. (Badan Pusat Statistik, 

2018) rata-rata laju pertumbuhan 

ekonomi Indonesia selama lebih dari 

tiga dekade terakhir tergolong tinggi, 

namun pada priode yang sama tingkat 

kesenjangan pendapatan juga tergolong 
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tinggi. Tingkat kemiskinan pada priode 

1970–2017 memilik rata-rata 13,9% di 

kawasan perkotaan sedangkan di 

kawasan perdesaan mencapai 19,0 

persen. 

Wilayah yang banyak menjadi 

lumbung kemiskinan adalah pesisir. 

Sekitar 2 juta nelayan menyumbang 

25% angka kemiskinan nasional (KNTI, 

2020), sehingga masyarakat pesisir 

identik dengan kemiskinan 

(Wasiaturrahma et al., 2020). Bahkan, 

masyarakat nelayan dianggap sebagai 

kelompok termiskin di Indonesia (Sari et 

al., 2020). Oleh karenanya banyak 

entitas mulai dari pemerintah, organisasi 

non-pemerintah (NGO), dan perusahaan 

swasta membuat program pemberdayaan 

yang menargetkan masyarakat pesisir 

(Gachter et al, 2017). 

Ketimpangan sosial ekonomi 

yang berbanding lurus dengan tingkatan 

pengangguran akan berdampak pada 

ketimpangan kesehatan dan 

kesejahteraan sosial (Shao et al, 2016; 

Kim, 2016). Untuk menanggulangi hal 

tersebut, program pemberdayaan yang 

dilakukan beragam seperti peningkatan 

kualitas pendidikan, kesehatan, dan 

pemberdayaan ekonomi melalui 

pemberian modal. Program-program 

tersebut dirancang untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat, 

memperbaiki akses terhadap sumber 

daya ekonomi, dan mendukung 

pengembangan keterampilan lokal. 

Dilain sisi, efektivitas program-

program tersebut sering dipertanyakan, 

mengingat tantangan besar dalam 

mengukur dampaknya terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Di berbagai negara maju, Social Return 

on Investment (SROI) telah menjadi 

metode yang diakui untuk mengevaluasi 

efektivitas program-program 

pemberdayaan ekonomi. SROI 

merupakan pendekatan evaluasi yang 

mengukur nilai sosial, lingkungan, dan 

ekonomi yang dihasilkan oleh suatu 

program atau proyek, dibandingkan 

dengan investasi yang telah dikeluarkan. 

Roberts Enterprise Development 

Fund (REDF) mengembangkan 

metodologi SROI pada tahun 1996 

untuk mengevaluasi kontribusi modal. 

REDF meneliti seberapa besar sumber 

daya mereka meningkatkan kehidupan 

masyarakat (Corvo et al., 2022). New 

Economics Foundation (NEF) 

mendefinisikan Social Return on 

Investment (SROI) sebagai mekanisme 

untuk menghitung nilai finansial dari 

sumber daya yang dibelanjakan. Ini 

mencakup manfaat sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. 

Metode SROI memonetisasi 

biaya dan manfaat sosial dibandingkan 

dengan biaya keuangan dan operasional 

untuk mengukur dampak tidak berwujud 
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suatu proyek. Pemangku kepentingan 

dapat memanfaatkan SROI untuk 

mengevaluasi kinerja sosial dan 

lingkungan (Iyer & Agrawal, 2014). 

SROI mengkuantifikasi dampak 

triple bottom line suatu perusahaan 

untuk membantu pemangku kepentingan 

dalam mengambil keputusan. Triple 

bottom line, yang mengharuskan 

investasi memberikan nilai terpadu 

dengan meningkatkan hasil sosial, 

ekonomi, dan lingkungan. SROI adalah 

indeks pengembalian yang mengubah 

hasil sosial menjadi finansial dengan 

membagi perkiraan nilai manfaat dengan 

perkiraan investasi (Corvo et al., 2022). 

Ada dua jenis analisis SROI 

yakni evaluatif dan perkiraan. SROI 

evaluatif didasarkan pada hasil aktual di 

masa lalu. Oleh karena itu, hal ini 

dilakukan setelah proyek selesai dan 

data aktual mengenai dampak potensial 

tersedia. Perkiraan SROI didasarkan 

pada proyeksi. Ini mengukur kuantitas 

nilai sosial yang akan dihasilkan suatu 

proyek jika tindakannya membuahkan 

hasil yang diinginkan (Iyer & Agrawal, 

2014). 

Di Indonesia, penerapan SROI 

masih sangat terbatas yang disebebkan 

banyak sekali faktor mulai dari 

tantangan internal pemberi program, 

keterbatasan kompetensi dari penerima 

manfaat, hingga kondisi sosial dan 

makro ekonomi. Oleh karenanya, 

penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis 

tantangan-tantangan dalam penerapan 

Social Return on Investment (SROI) di 

wilayah pesisir Indonesia. Adapun 

konteks program yang diberikan entitas 

dalam kajian ini berfokus pada program 

pemberdayaan ekonomi. 

Secara keseluruhan, penelitian ini 

menawarkan kebaruan dalam konteks 

kajian SROI di Indonesia, yang hingga 

kini masih sangat terbatas. Dengan 

menyoroti perbedaan antara pendekatan 

CSR yang sering kali hanya berfokus 

pada pemenuhan kewajiban sosial 

perusahaan dan pendekatan SROI yang 

lebih komprehensif, penelitian ini 

diharapkan dapat berkontribusi dalam 

pengembangan kebijakan dan strategi 

pemberdayaan ekonomi yang lebih 

efektif dan berkelanjutan di wilayah 

pesisir Indonesia, serta mendukung 

upaya pengurangan ketimpangan sosial 

ekonomi di tingkat nasional. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode 

studi literatur analisis kritis untuk 

mengeksplorasi ketimpangan sosial 

ekonomi di wilayah pesisir Indonesia 

serta penerapan Social Return on 

Investment (SROI) dalam program 

pemberdayaan ekonomi. Sumber 

data utama berasal dari literatur 
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sekunder, termasuk artikel jurnal, 

buku, laporan kebijakan, dan data 

statistik yang relevan. Data 

dikumpulkan dengan menyeleksi 

literatur berdasarkan relevansi 

terhadap topik penelitian. Data yang 

terkumpul kemudian diorganisasikan 

berdasarkan tema utama, seperti 

ketimpangan sosial ekonomi, 

pemberdayaan ekonomi, dan SROI.  

 Analisis dilakukan melalui 

pembacaan mendalam dan 

identifikasi tema untuk mengevaluasi 

argumen serta relevansi literatur 

dengan konteks wilayah pesisir 

Indonesia. Hasil analisis ini disintesis 

untuk menghasilkan kesimpulan 

yang komprehensif mengenai isu 

yang diteliti. Triangulasi dilakukan 

untuk memastikan validitas, dengan 

membandingkan temuan dari 

berbagai sumber. Penelitian ini, 

meski memiliki keterbatasan dalam 

ketergantungan pada data sekunder, 

diharapkan memberikan wawasan 

mendalam tentang ketimpangan 

sosial ekonomi di wilayah pesisir dan 

kontribusi SROI dalam 

pemberdayaan ekonomi. 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Tantangan Penerapan SROI dari 

Pemberi Program 

Berikut adalah faktor eksternal 

penyebab pemberi dana program tidak 

menjalankan Social Return on 

Investment (SROI) 

1. Korporasi 

a. Fokus pada kepatuhan regulasi dan 

reputasi 

Perusahaan adalah entitas yang 

berorientasi laba. Oleh karenanya 

perusahaan berupaya semaksimal 

mungkin untuk dapat mengurangi beban 

biaya yang keluarkan (Dianitha et al., 

2020).  

Dalam sistem ekonomi yang kapitalistis, 

sering kali keuntungan menjadi satu-

satunya tujuan, sementara nilai-nilai 

seperti keadilan, kesejahteraan sosial, 

dan keberlanjutan ekonomi diabaikan 

(Salim et al, 2023). 

Banyak perusahaan di Indonesia 

melaksanakan program CSR sebagai 

bagian dari kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, seperti 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas yang 

mewajibkan perusahaan untuk 

melakukan CSR. Fokus mereka adalah 

memastikan bahwa perusahaan 

mematuhi regulasi ini tanpa harus 

terlibat dalam evaluasi yang mendalam 

seperti SROI. 
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Banyak korporasi melihat 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

sebagai kewajiban yang harus dipenuhi 

untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan atau sebagai strategi untuk 

meningkatkan citra dan reputasi 

perusahaan. Dalam banyak kasus, 

perusahaan lebih tertarik pada 

pelaksanaan program yang dapat 

meningkatkan citra positif perusahaan di 

mata publik dan pemangku kepentingan 

seperti donasi atau kegiatan sosial 

singkat, daripada pada program 

pemberdayaan berjangka panjang. Hal 

ini membuat SROI, yang membutuhkan 

jangka wantu yang panjang dan analisis 

mendalam sering dianggap tidak perlu. 

b. Biaya tambahan dan kompleksitas 

Dalam konteks ekonomi yang 

kompetitif, perusahaan cenderung 

mengalokasikan anggaran CSR secara 

efisien (Adrai & Perkasa, 2024). 

Penggunaan anggaran untuk 

pelaksanaan SROI, yang membutuhkan 

investasi dalam survei, pengumpulan 

data, dan analisis, dipandang sebagai 

beban tambahan. Banyak perusahaan 

menilai bahwa anggaran tersebut lebih 

baik dialokasikan untuk kegiatan CSR 

langsung daripada untuk analisis 

dampak. 

Pelaksanaan SROI memerlukan 

pemahaman yang mendalam tentang 

metodologi, analisis data, dan 

pengukuran dampak sosial. Banyak 

perusahaan, terutama yang tidak 

memiliki departemen CSR yang kuat 

atau ahli dalam bidang ini dapat merasa 

kesulitan untuk menerapkan SROI. 

Kurangnya kapasitas internal untuk 

menjalankan evaluasi yang kompleks ini 

membuat perusahaan lebih memilih 

metode pengukuran yang lebih 

sederhana. 

c. Ketidakpastian manfaat 

Perusahaan menilai bahwa 

manfaat yang diperoleh dari 

menjalankan SROI tidak sebanding 

dengan risiko atau biaya yang harus 

dikeluarkan (Bustomi et al., 2024). Jika 

hasil SROI menunjukkan bahwa 

program CSR mereka tidak memberikan 

dampak yang signifikan, hal ini bisa 

berpotensi merusak reputasi perusahaan 

atau memunculkan kritik. Akibatnya, 

banyak perusahaan lebih memilih untuk 

menghindari analisis mendalam yang 

dapat membawa risiko reputasi tersebut. 

SROI memberikan wawasan 

tentang dampak sosial, tetapi hasil ini 

tidak selalu diterjemahkan langsung ke 

dalam keuntungan bisnis. Perusahaan 

yang lebih berorientasi pada hasil 

finansial cenderung mengabaikan SROI 

karena tidak memberikan nilai tambah 

yang jelas terhadap bottom line 

perusahaan. Selain itu, terdapat 

kekhawatiran bahwa hasil yang kurang 

memuaskan dari SROI dapat digunakan 

oleh kritikus atau pesaing untuk 
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menyerang kebijakan CSR perusahaan, 

sehingga menimbulkan risiko reputasi. 

Mengimplementasikan SROI 

memerlukan investasi yang signifikan 

dalam bentuk waktu, tenaga, dan biaya. 

Perusahaan harus melakukan survei, 

pengumpulan data lapangan, wawancara 

dengan pemangku kepentingan, dan 

analisis statistik untuk mengukur 

dampak sosial. Semua ini memerlukan 

anggaran yang tidak sedikit, yang sering 

kali di luar jangkauan CSR tradisional 

yang biasanya dianggarkan untuk 

kegiatan yang langsung terlihat. 

Kompleksitas dalam proses 

tersebut termasuk kesulitan dalam 

mengakses data yang diperlukan dan 

kebutuhan untuk tenaga ahli yang 

mampu melakukan analisis SROI, 

menjadi penghalang besar bagi 

perusahaan. Banyak perusahaan merasa 

skeptis mengenai manfaat konkret yang 

bisa didapatkan dari menjalankan SROI. 

Budaya perusahaan yang 

berorientasi pada hasil jangka pendek 

juga bisa menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan SROI (Akbar & 

Dewayanto, 2022). Banyak perusahaan 

lebih fokus pada pencapaian target 

keuangan tahunan dan pengembalian 

investasi yang cepat, daripada pada 

penciptaan dampak sosial yang 

memerlukan waktu lebih lama untuk 

diukur dan dinilai. SROI, yang 

berorientasi pada jangka panjang, sering 

kali tidak sejalan dengan budaya dan 

prioritas ini. 

2. Pemerintah 

a. Fokus pada Output daripada 

Outcome 

Pemerintah sering kali lebih 

terfokus pada output, yaitu jumlah 

program yang dilaksanakan atau jumlah 

penerima manfaat yang tercapai, 

dibandingkan dengan outcome, yaitu 

dampak jangka panjang dari program 

tersebut terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Indikator output lebih 

mudah diukur dan dilaporkan dalam 

konteks administrasi publik. Akibatnya, 

alat pengukuran seperti SROI, yang 

lebih menekankan pada penilaian 

dampak (outcome) sering kali diabaikan 

karena dianggap tidak relevan dengan 

target atau indikator kinerja utama 

pemerintah. 

Contohnya seperti 

pembangunan infrastruktur atau 

distribusi bantuan sosial yang lebih 

mudah diukur dari segi output (jumlah 

jalan yang dibangun, jumlah bantuan 

yang diberikan). Pemerintah sering kali 

bekerja dengan tujuan untuk 

menunjukkan hasil yang cepat dan nyata 

kepada publik dan pemangku 

kepentingan lainnya. Hasil SROI yang 

terlihat dalam jangka panjang tidak 

sejalan dengan kebutuhan untuk 

menunjukkan keberhasilan program 

secara cepat. 
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b. Birokrasi dan Kurangnya 

Kapasitas 

Pengambilan keputusan dalam 

pemerintahan sering kali harus melewati 

berbagai tahapan birokrasi yang 

kompleks. Pelaksanaan SROI 

memerlukan koordinasi antar 

departemen, pengumpulan data lintas 

sektor, dan pelibatan berbagai pemangku 

kepentingan, yang semuanya bisa 

terhambat oleh prosedur birokrasi. Hal 

tersebut dapat menghambat pelaksanaan 

metode evaluasi yang mendalam seperti 

SROI. Selain itu, birokrasi yang 

berlapis-lapis sering kali menyebabkan 

pengumpulan data yang diperlukan 

untuk SROI menjadi tidak cepat dan 

tidak efisien. 

Selain itu, tidak semua instansi 

pemerintah memiliki kapasitas teknis 

untuk melaksanakan SROI. Sering kali, 

sumber daya manusia yang ada tidak 

memiliki pelatihan atau pengalaman 

yang memadai dalam melakukan 

analisis dampak sosial yang mendalam. 

Ini membuat pemerintah lebih 

cenderung untuk menggunakan metode 

evaluasi yang lebih sederhana dan tidak 

memerlukan keahlian khusus. 

c. Prioritas Anggaran 

Pemerintah harus mengelola 

anggaran yang terbatas untuk berbagai 

kebutuhan publik yang mendesak, 

seperti kesehatan, pendidikan, dan 

infrastruktur (Muksin et al, 2024). 

Dalam konteks keterbatasan ini, alokasi 

dana untuk melakukan SROI sering kali 

tidak menjadi prioritas, karena dinilai 

sebagai biaya tambahan yang tidak 

memberikan manfaat langsung. Dalam 

situasi krisis atau kondisi darurat, 

pemerintah cenderung mengalokasikan 

sumber daya untuk respon cepat dan 

penyelesaian masalah yang mendesak. 

Kajian dampak sosial seperti SROI 

sering kali dinilai tidak relevan dalam 

konteks darurat dan krisis. 

Anggaran pemerintah sering kali 

terbatas dan harus dialokasikan ke 

berbagai sektor yang dianggap lebih 

mendesak, seperti kesehatan, 

pendidikan, dan infrastruktur. Dalam 

situasi sumber daya finansial terbatas, 

pemerintah cenderung menghindari 

pengeluaran tambahan untuk melakukan 

analisis mendalam seperti SROI. Oleh 

karenanya, pemerintah lebih memilih 

untuk menggunakan anggaran tersebut 

langsung pada implementasi program-

program yang bersifat mendesak dan 

terlihat langsung hasilnya. 

d. Ketidakpastian Politik 

Program pemerintah sering kali 

dipengaruhi oleh dinamika politik, 

termasuk perubahan prioritas kebijakan 

setiap kali terjadi pergantian 

kepemimpinan. SROI, yang 

membutuhkan komitmen jangka panjang 

untuk pengumpulan data dan evaluasi 

dampak, mungkin tidak selaras dengan 
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siklus politik yang berfokus pada hasil 

cepat dan langsung yang bisa 

ditunjukkan selama masa jabatan yang 

relatif singkat. 

3. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) 

a. Terbatasnya Sumber Daya 

Keuangan 

Banyak NGO beroperasi dengan 

anggaran yang terbatas dan harus 

mengalokasikan sumber daya secara 

efisien untuk memastikan 

keberlangsungan program mereka. 

Pengeluaran tambahan untuk melakukan 

kajian SROI dapat dinilai bukan sebagai 

prioritas utama, terutama jika sumber 

daya tersebut bisa digunakan untuk 

langsung membantu komunitas yang 

membutuhkan. NGO lebih sering fokus 

pada implementasi program-program 

yang dirancang untuk memberikan 

dampak langsung, sehingga dana yang 

ada lebih baik digunakan untuk kegiatan 

di lapangan daripada untuk analisis 

dampak yang memakan biaya. 

NGO sering kali fokus pada 

pencapaian dampak jangka pendek yang 

dapat segera dirasakan oleh komunitas 

yang mereka bantu. SROI, yang lebih 

menekankan pada evaluasi dampak 

jangka panjang daoat dianggap tidak 

relevan dengan tujuan operasional 

mereka. Selain itu, banyak donor dan 

mitra NGO lebih tertarik pada hasil yang 

cepat dan konkret yakni yang dapat 

diukur dalam waktu singkat, sehingga 

SROI yang memerlukan waktu lebih 

lama untuk menunjukkan hasilnya 

mungkin tidak mendapat dukungan 

penuh. 

b. Kompleksitas dalam Pengukuran 

Dampak 

NGO sering kali bekerja di 

lingkungan yang dinamis dan berubah-

ubah, di mana mengukur dampak sosial 

secara konsisten menjadi tantangan 

tersendiri. Kondisi sosial, ekonomi, dan 

politik yang berubah-ubah dapat 

membuat data SROI menjadi kurang 

relevan atau sulit diperoleh. Mengukur 

dampak sosial secara kuantitatif dan 

menghubungkannya dengan nilai 

ekonomi memerlukan pendekatan 

metodologis yang rumit. Banyak NGO 

yang tidak memiliki kapasitas atau 

sumber daya untuk melakukan analisis 

yang sedetail itu, sehingga lebih 

memilih metode evaluasi yang lebih 

sederhana. 

 

Tantangan Penerapan SROI dari 

Penerima Manfaat Program 

Berikut adalah penjelasan 

mengenai kendala yang berasal dari 

masyarakat pesisir yang dapat 

menghambat pelaksanaan Social Return 

on Investment (SROI) 
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1. Rendahnya Tingkat Pendidikan 

a. Pemahaman yang Terbatas 

terhadap Konsep SROI 

Mayoritas nelayan memiliki 

tingkat pendidikan yang sangat rendah, 

dengan rata-rata hanya lulusan sekolah 

dasar, dan banyak yang bahkan tidak 

menyelesaikan pendidikan dasar 

mereka. Data dari Direktorat Sekolah 

Dasar (DITPSD) Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi juga mendukung temuan ini, 

menunjukkan bahwa 80% nelayan kecil 

hanya berpendidikan di bawah tingkat 

SMP (Doaly, 2023). 

Dengan kondisi sosial tersebut, 

masyarakat pesisir sering kali memiliki 

keterbatasan dalam literasi dasar. Hal ini 

mengakibatkan kesulitan dalam 

memahami konsep-konsep yang lebih 

kompleks seperti SROI, yang 

melibatkan pemahaman mengenai 

pengukuran dampak sosial dan ekonomi. 

Hal tersebut dapat berdampak pada 

pemahaman alasan pengumpulan data 

dan evaluasi dampak program tersebut 

penting dan dapat mempengaruhi 

kesejahteraan mereka dalam jangka 

panjang. 

b. Kesulitan dalam Mengisi Kuesioner 

atau Survei 

Metode pengumpulan data 

analisis SROI seperti kuesioner ataupun 

survei sering kali terdiri dari pertanyaan 

yang memerlukan pemahaman yang 

baik terhadap situasi sosial dan ekonomi 

mereka. Masyarakat yang memiliki 

tingkat pendidikan rendah besar 

kemungkinan mengalami kesulitan 

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 

ini secara akurat. Rendahnya pendidikan 

juga bisa menyebabkan kesalahan 

interpretasi data, di mana masyarakat 

dapat memberikan jawaban yang tidak 

konsisten atau bias. Hal ini dapat 

mempengaruhi validitas dan reliabilitas 

data yang dikumpulkan, sehingga hasil 

SROI mungkin tidak mencerminkan 

keadaan sebenarnya di lapangan. 

Dilain sisi, pengumpulan data 

dengan bantuan petugas cacah lapangan 

juga menghadapi tantangan berupa 

perilaku sosial masyarakat pesisir. Pola 

hidup nelayan yang tergantung dengan 

alam dan menghadapi risiko besar 

menjadikannya masyarakat dengan sifat 

yang keras (Vita & Yanti, 2014). 

Kerasnya perwatakan nelayan tidak 

hanya didasari oleh ketergantungan 

dengan alam, tetapi juga penggabungan 

antara perebutan akses sumber daya 

ekonomi yang menyebabkan harus 

keras. Saraha (2023) menjelaskan bahwa 

dalam proses edukasi maupun 

pengumpulan data masyarakat pesisir 

memerlukan kehati-hatian yang tinggi 

agar tidak menimbulkan konflik. 
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c. Ketidakmampuan untuk Melihat 

Manfaat Jangka Panjang 

Rendahnya pendidikan dan 

buruknya kondisi ekonomi menjadikan 

nelayan memiliki perilaku ekonomi 

yang cendrung berorientasi jangka 

pendek. Nadjib (2013) menjelaskan 

bahwa mayoritas nelayan adalah 

kelompok masyarakat tetap miskin 

meskipun umumnya memiliki etos kerja 

tinggi. Hal tersebut dikarenakan sifat 

dan karakter nelayan yang konsumtif 

dan sering berfoya-foya. Suhartanti 

(2022) juga menjelaskan bahwa alasan 

nelayan mempertahankan gaya hidup 

konsumtif adalah karena gengsi. 

Oleh karenanya, masyarakat 

pesisir sering lebih fokus pada manfaat 

langsung dari program, seperti bantuan 

tunai atau barang, daripada dampak 

jangka panjang yang bisa diukur melalui 

SROI. Ini dapat mengakibatkan 

kurangnya partisipasi atau antusiasme 

dalam pengumpulan data yang 

diperlukan untuk SROI, karena 

masyarakat pesisir tidak melihat nilai 

atau relevansi dari aktivitas tersebut. 

2. Orientasi Jangka Pendek terhadap 

Penggunaan Bantuan 

a. Pemanfaatan Bantuan untuk 

Kebutuhan Mendesak 

Masyarakat pesisir sering kali 

hidup dalam kondisi ekonomi yang 

sangat terbatas, di mana prioritas utama 

mereka adalah memenuhi kebutuhan 

dasar seperti makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal. Ketika mereka menerima 

bantuan, dorongan pertama mereka 

biasanya adalah menggunakan bantuan 

tersebut untuk kebutuhan mendesak ini, 

daripada berinvestasi dalam usaha atau 

proyek jangka panjang yang mungkin 

tidak segera memberikan hasil. Karena 

bantuan yang diberikan sering kali 

digunakan untuk kebutuhan jangka 

pendek, dampak jangka panjang yang 

diharapkan dari program tersebut 

mungkin tidak tercapai atau terlihat. Ini 

bisa mempersulit evaluasi melalui SROI, 

yang bertujuan untuk mengukur hasil 

jangka panjang dari intervensi ekonomi 

dan sosial. 

Orientasi jangka pendek 

membuat masyarakat lebih cenderung 

menghabiskan bantuan daripada 

menginvestasikannya dalam proyek 

produktif yang dapat meningkatkan 

pendapatan mereka dalam jangka 

panjang. Misalnya, bantuan yang 

dimaksudkan untuk pengembangan 

usaha mungkin digunakan untuk 

konsumsi langsung, yang pada akhirnya 

menghambat pertumbuhan ekonomi 

lokal dan mengurangi dampak jangka 

panjang yang bisa diukur melalui SROI. 

Ketika bantuan tidak digunakan untuk 

tujuan produktif, potensi dampak positif 

yang bisa diukur oleh SROI menjadi 

hilang. Hal tersebut berarti program 

pemberdayaan dapat tidak mencapai 
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tujuannya untuk meningkatkan 

kesejahteraan jangka panjang, yang 

menyebabkan hasil SROI tampak tidak 

signifikan atau bahkan negatif. 

b. Ketergantungan pada Bantuan 

Dalam banyak kasus, pemberian 

bantuan yang terus-menerus tanpa 

strategi keberlanjutan dapat menciptakan 

budaya ketergantungan di masyarakat 

pesisir. Hakim (2019) menjelaskan 

bahwa secara kultural perilaku nelayan 

kecil dapat dijelaskan melalui sifat yang 

disebut fatalisme. Fatalisme adalah sifat 

pasrah pada nasib, boros, dan sifat 

ketergantungan. Ketergantungan ini bisa 

mengurangi inisiatif masyarakat untuk 

meningkatkan kapasitas mereka sendiri 

atau mencari solusi jangka panjang.  

Sebagai akibatnya, dampak 

jangka panjang yang seharusnya 

dihasilkan dari program pemberdayaan 

tidak terwujud, dan hasil SROI bisa 

menunjukkan bahwa program tersebut 

tidak efektif. Ketika masyarakat menjadi 

bergantung pada bantuan, mereka dapat 

tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam 

program yang dirancang untuk 

meningkatkan kemandirian mereka, 

seperti pelatihan keterampilan atau 

pendidikan kewirausahaan. Ini 

mengurangi efektivitas program dalam 

menciptakan perubahan yang dapat 

diukur melalui SROI. 

 

3. Himpitan Ekonomi Sehari-hari 

a. Prioritas pada Kelangsungan 

Hidup Sehari-hari 

 Masyarakat pesisir sering kali 

hidup dalam kondisi ekonomi yang 

terbatas, di mana upaya untuk 

memenuhi kebutuhan dasar menjadi 

prioritas utama. Dalam konteks ini, 

banyak dari mereka harus berjuang 

setiap hari untuk mencari nafkah dan 

memastikan kelangsungan hidup 

keluarga mereka. Kondisi ekonomi yang 

sulit ini menciptakan pola pikir yang 

fokus pada kebutuhan mendesak dan 

jangka pendek, seperti mendapatkan 

makanan, air bersih, dan tempat tinggal 

yang layak. Oleh karena itu, partisipasi 

dalam kegiatan yang memerlukan waktu 

dan tenaga tambahan, seperti 

pengumpulan data untuk analisis Social 

Return on Investment (SROI), mungkin 

dianggap sebagai beban tambahan yang 

tidak relevan dengan kebutuhan 

mendesak mereka. 

Dalam situasi seperti ini, 

masyarakat pesisir mungkin kurang 

termotivasi untuk terlibat dalam 

program-program yang menawarkan 

manfaat jangka panjang, terutama jika 

manfaat tersebut tidak langsung terasa 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Misalnya, mereka mungkin merasa 

bahwa waktu yang dihabiskan untuk 

berpartisipasi dalam pengumpulan data 

lebih baik digunakan untuk kegiatan 
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yang menghasilkan pendapatan atau 

mendukung kebutuhan langsung 

keluarga. Kurangnya motivasi ini bisa 

menyebabkan rendahnya partisipasi 

dalam proses pengumpulan data, yang 

sangat penting untuk pelaksanaan 

analisis dampak yang komprehensif. 

Pengumpulan data untuk SROI 

membutuhkan kontribusi dari 

masyarakat dalam bentuk informasi 

tentang kondisi mereka, manfaat yang 

mereka rasakan dari program, serta 

perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

mereka. Namun, jika masyarakat merasa 

bahwa partisipasi mereka tidak 

memberikan manfaat langsung atau 

tidak relevan dengan kebutuhan harian 

mereka, mereka mungkin enggan untuk 

berpartisipasi. Hal ini dapat 

menghambat upaya untuk 

mengumpulkan data yang akurat dan 

representatif, yang pada gilirannya dapat 

mengurangi keakuratan dan kredibilitas 

analisis SROI. 

Selain itu, dalam masyarakat 

yang berfokus pada kelangsungan hidup 

sehari-hari, ada tantangan tambahan 

terkait dengan komunikasi dan 

pemahaman tentang pentingnya 

pengumpulan data. Mereka mungkin 

tidak sepenuhnya memahami bagaimana 

data yang mereka berikan akan 

digunakan untuk mengevaluasi dampak 

program atau bagaimana hasil dari 

analisis SROI dapat membantu 

meningkatkan kualitas hidup mereka 

dalam jangka panjang. Tanpa 

pemahaman yang jelas dan komunikasi 

yang efektif, upaya untuk melibatkan 

mereka dalam proses pengumpulan data 

bisa menjadi lebih sulit. 

Kurangnya dukungan dari 

masyarakat terhadap pengumpulan data 

untuk SROI juga dapat mencerminkan 

ketidakpercayaan atau kekecewaan 

terhadap program-program yang 

sebelumnya tidak memberikan manfaat 

yang nyata bagi mereka. Jika 

masyarakat memiliki pengalaman buruk 

dengan program-program serupa di 

masa lalu, di mana janji-janji manfaat 

jangka panjang tidak pernah terwujud, 

mereka mungkin skeptis terhadap 

partisipasi dalam program baru, 

meskipun program tersebut memiliki 

potensi dampak yang positif. 

Untuk mengatasi tantangan ini, 

penting bagi perancang program dan 

pelaksana analisis SROI untuk 

memahami konteks sosial dan ekonomi 

di mana masyarakat pesisir hidup. Ini 

mungkin memerlukan pendekatan yang 

lebih inklusif dan partisipatif, di mana 

masyarakat dilibatkan secara aktif dalam 

semua tahap program, termasuk 

pengumpulan data dan evaluasi. Selain 

itu, memberikan kompensasi atau 

insentif yang sesuai untuk partisipasi 

mereka dapat membantu mengatasi 

hambatan ini. Misalnya, menawarkan 
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dukungan langsung yang relevan dengan 

kebutuhan mereka saat ini, seperti 

bantuan pangan atau dukungan ekonomi 

jangka pendek, sebagai bagian dari 

proses pengumpulan data, dapat 

meningkatkan partisipasi dan 

memastikan bahwa data yang 

dikumpulkan lebih akurat dan 

komprehensif. 

Secara keseluruhan, 

keberhasilan analisis SROI di 

masyarakat pesisir sangat bergantung 

pada kemampuan untuk memahami dan 

menyesuaikan pendekatan dengan 

realitas hidup mereka. Dengan 

meningkatkan keterlibatan dan 

memberikan manfaat yang jelas dan 

relevan, program-program sosial dapat 

memastikan bahwa masyarakat tidak 

hanya terlibat dalam pengumpulan data 

tetapi juga merasakan manfaat jangka 

panjang dari program yang 

diimplementasikan. Hal ini tidak hanya 

akan meningkatkan kualitas data yang 

dikumpulkan tetapi juga memperkuat 

dampak sosial dari program tersebut 

secara keseluruhan. 

b. Keterbatasan Waktu dan Sumber 

Daya 

Kehidupan sehari-hari yang 

penuh tekanan ekonomi membuat 

masyarakat memiliki sedikit waktu 

luang. Mereka mungkin harus bekerja 

sepanjang hari untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, sehingga tidak 

memiliki waktu untuk berpartisipasi 

dalam survei atau aktivitas pengumpulan 

data lainnya yang diperlukan untuk 

SROI. Hal ini membuat proses 

pengumpulan data menjadi lebih sulit 

dan memperlambat pelaksanaan SROI. 

Kondisi tersebut disebabkan 

nelayan terjebak dalam hubungan patron 

klien yang tidak adil. Geofrey & Kungu 

(2020) menggambarkan relasi patron-

klien dengan tiga karakteristik utama 

pertama, ketidakseimbangan 

kepemilikan sumber daya ekonomi; 

kedua, adanya hubungan resiprositas di 

mana pihak-pihak terlibat memberi dan 

menerima, meskipun dalam proporsi 

yang tidak seimbang; dan ketiga, 

loyalitas yang timbul karena 

keterbatasan nelayan kecil dalam 

mendapatkan modal dari sumber lain. 

Karena itu, hubungan patron-klien 

menjadi faktor utama kemiskinan 

struktural nelayan kecil (Adawiyah et 

al., 2021). 

Patron menggunakan posisi 

dominannya untuk memaksimalkan 

keuntungan dengan sedikit atau tanpa 

memperhatikan kesejahteraan klien 

(Chalid & Manji, 2021). Ini 

menciptakan ketimpangan ekonomi 

yang semakin dalam, di mana para 

patron mendapatkan keuntungan besar 

sementara nelayan kecil tetap berada 

dalam kondisi ekonomi yang sulit. 
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Dalam kondisi ekonomi yang 

sulit, masyarakat lebih cenderung 

mengalokasikan waktu dan sumber daya 

untuk aktivitas yang langsung 

menghasilkan pendapatan, seperti 

melakukan pekerjaan sampingan 

(Nainggolan et al, 2021). Namun 

kontribusi pendapatan dari pekerjaan 

sampingan tersebut pun tidak sampai 

setengah dari pendapatan utamanya 

sebagai nelayan sehingga belum dapat 

menjadikan mereka sejahtera 

(Pangidunan, 2023). Hal tersebut 

dikarenakan pekerjaan sampingan 

nelayan merupakan pekerjaan rendah 

keterampilan sehingga tingkat 

produktifitas ekonomi juga rendah 

(Arbarini, 2018). 

Kegiatan pengumpulan data 

untuk SROI, yang tidak memberikan 

manfaat langsung dapat tidak dianggap 

sebagai prioritas. Ini dapat 

mengakibatkan partisipasi yang rendah 

dalam survei atau kegiatan evaluasi 

lainnya, yang mempengaruhi kualitas 

dan kelengkapan data. 

 

Tantangan Penerapan SROI dari 

Faktor Eksternal 

 Selain tantangan-tantangan 

internal dari proyek atau program, ada 

juga berbagai faktor eksternal yang bisa 

mempengaruhi hasil perhitungan SROI. 

Beberapa faktor eksternal tersebut 

termasuk kondisi ekonomi makro, 

inflasi, perubahan regulasi, dan 

dinamika sosial lainnya. Berikut adalah 

penjelasan detail tentang bagaimana 

faktor-faktor tersebut mempengaruhi 

SROI. 

1. Ekonomi Makro 

Tingkat pertumbuhan ekonomi 

suatu negara atau wilayah memiliki 

dampak yang signifikan terhadap hasil 

Social Return on Investment (SROI) dari 

berbagai program sosial (Septasawitri et 

al, 2023). Dalam situasi di mana 

ekonomi berkembang pesat, program 

atau proyek sosial cenderung mengalami 

lonjakan permintaan atau mendapatkan 

dukungan finansial yang lebih besar, 

baik dari pemerintah, sektor swasta, 

maupun masyarakat (Anwar, 2022). 

Pertumbuhan ekonomi yang 

positif biasanya menciptakan lebih 

banyak peluang kerja, peningkatan 

pendapatan, dan peningkatan 

kesejahteraan umum, yang pada 

gilirannya dapat memperkuat nilai 

SROI. Budhijana (2020) program yang 

berfokus pada pemberdayaan ekonomi 

atau pelatihan keterampilan dapat 

menunjukkan hasil yang lebih baik 

dalam ekonomi yang berkembang, 

karena peserta program mungkin lebih 

mudah mendapatkan pekerjaan atau 

memulai usaha sendiri, yang 

meningkatkan dampak sosial dari 

program tersebut. 
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Sebaliknya, dalam kondisi resesi 

ekonomi, dampak finansial dari 

program-program sosial bisa menurun 

secara signifikan. Resesi sering kali 

diiringi dengan penurunan pendapatan, 

meningkatnya pengangguran, dan 

berkurangnya sumber daya publik untuk 

mendukung program-program sosial. 

Dalam situasi ini, program yang 

sebelumnya efektif mungkin 

menghadapi tantangan lebih besar dalam 

mencapai hasil yang diinginkan. 

Sebagai contoh, program 

pelatihan kerja mungkin tidak seefektif 

sebelumnya jika tidak ada cukup 

lapangan pekerjaan yang tersedia, 

terlepas dari seberapa baik pelatihan 

tersebut dijalankan. Akibatnya, nilai 

SROI dari program tersebut bisa 

menurun karena manfaat yang 

dihasilkan tidak sebanding dengan biaya 

yang dikeluarkan. 

Tingkat pengangguran juga 

memainkan peran penting dalam 

menentukan keberhasilan dan dampak 

program sosial, yang pada akhirnya 

mempengaruhi SROI. Ketika tingkat 

pengangguran tinggi, kebutuhan akan 

program-program sosial seperti 

pelatihan kerja, dukungan penghasilan, 

dan inisiatif pemberdayaan masyarakat 

meningkat. Program yang dirancang 

untuk mengatasi pengangguran dapat 

memberikan kontribusi besar terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan mengurangi beban sosial ekonomi. 

Jika program berhasil mengurangi 

tingkat pengangguran secara signifikan, 

nilai SROI dapat meningkat, 

menunjukkan bahwa investasi yang 

dilakukan telah memberikan dampak 

sosial yang positif dan berkelanjutan. 

Namun, jika program-program 

tersebut tidak berhasil di tengah kondisi 

pengangguran yang tinggi, misalnya 

karena kurangnya koordinasi, sumber 

daya yang tidak mencukupi, atau 

tantangan struktural dalam pasar tenaga 

kerja, maka nilai SROI bisa mengalami 

penurunan. Program yang gagal 

memberikan hasil yang diharapkan 

mungkin tidak hanya menghabiskan 

sumber daya tanpa memberikan manfaat 

yang signifikan, tetapi juga dapat 

mengurangi kepercayaan publik 

terhadap intervensi sosial yang didukung 

oleh pemerintah atau lembaga lainnya. 

Selain itu, dalam konteks 

ekonomi yang sedang berjuang, penting 

bagi para perancang program untuk 

mempertimbangkan fleksibilitas dan 

adaptabilitas strategi mereka. Program 

yang rigid atau tidak mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan 

ekonomi mungkin mengalami kesulitan 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Misalnya, dalam situasi resesi, mungkin 

diperlukan penyesuaian fokus program 

dari pelatihan keterampilan khusus ke 

dukungan penghasilan langsung atau 
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pengembangan usaha kecil yang lebih 

cepat memberikan hasil. 

Secara keseluruhan, tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

pengangguran adalah faktor-faktor kunci 

yang harus diperhitungkan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program 

sosial. Memahami dinamika ekonomi 

memungkinkan para pembuat kebijakan 

dan perancang program untuk 

menyesuaikan strategi mereka sehingga 

dapat meningkatkan nilai SROI, baik 

dalam situasi ekonomi yang positif 

maupun dalam menghadapi tantangan 

resesi. Kemampuan untuk beradaptasi 

dengan kondisi ekonomi yang berubah 

adalah kunci untuk memastikan bahwa 

program-program sosial tetap efektif, 

relevan, dan memberikan manfaat yang 

maksimal bagi masyarakat yang 

dilayani. 

2. Inflasi 

Inflasi memiliki dampak yang 

signifikan terhadap keberlanjutan dan 

efektivitas program-program sosial, 

terutama yang diukur berdasarkan nilai 

keuangan atau moneter (Rahmah et al, 

2024). Salah satu efek utama inflasi 

adalah mengurangi nilai riil dari manfaat 

keuangan yang dihasilkan oleh sebuah 

program seiring berjalannya waktu (Sari 

& Septiano, 2024). Ini berarti bahwa 

manfaat sosial yang, pada awalnya, 

dihitung dalam istilah moneter pada 

tahun tertentu mungkin akan memiliki 

nilai yang lebih rendah di masa 

mendatang jika tingkat inflasi 

meningkat. 

Jika suatu program 

menghasilkan dampak finansial sebesar 

satu juta rupiah pada tahun ini, dalam 

kondisi inflasi yang tinggi, nilai riil dari 

satu juta rupiah tersebut bisa berkurang 

secara signifikan dalam beberapa tahun 

ke depan. Oleh karena itu, untuk 

menjaga akurasi dan relevansi dalam 

penghitungan Social Return on 

Investment (SROI), sangat penting 

untuk memasukkan faktor inflasi dalam 

perhitungan tersebut. 

Penyesuaian terhadap inflasi 

dalam penghitungan SROI membantu 

memastikan bahwa nilai manfaat yang 

dihasilkan oleh program tersebut tetap 

relevan dan mencerminkan kondisi 

ekonomi yang sebenarnya. Tanpa 

penyesuaian ini, estimasi SROI bisa 

memberikan gambaran yang terlalu 

optimistis atau menyesatkan mengenai 

dampak sosial dari program tersebut. 

Inflasi tidak hanya mempengaruhi nilai 

manfaat yang diukur, tetapi juga dapat 

meningkatkan biaya operasional 

program, yang mencakup biaya material, 

tenaga kerja, dan administrasi.  

Jika biaya bahan baku 

meningkat akibat inflasi, biaya 

keseluruhan untuk menjalankan program 

juga akan meningkat. Demikian pula, 

kenaikan biaya hidup dapat memaksa 
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organisasi untuk menaikkan upah tenaga 

kerja, yang pada gilirannya 

meningkatkan total biaya operasional. 

Meningkatnya biaya ini dapat 

berdampak negatif pada nilai SROI 

karena surplus sosial yang dihasilkan 

oleh investasi awal mungkin akan 

berkurang. Jika biaya untuk 

menjalankan program melonjak lebih 

cepat daripada peningkatan manfaat 

yang dihasilkan, maka SROI cenderung 

menurun. Artinya, investasi yang 

sebelumnya dianggap memberikan nilai 

sosial yang tinggi mungkin menjadi 

kurang efisien atau bahkan tidak layak 

jika inflasi tidak dikelola dengan baik. 

Selain itu, inflasi juga bisa 

mempengaruhi bagaimana program 

dirancang dan diimplementasikan. 

Organisasi mungkin perlu 

mempertimbangkan strategi-strategi 

baru untuk mengurangi dampak inflasi, 

seperti mencari sumber bahan baku yang 

lebih murah, meningkatkan efisiensi 

operasional, atau bahkan menyesuaikan 

target program untuk memastikan bahwa 

manfaat yang dihasilkan tetap relevan 

dengan kebutuhan masyarakat yang 

berubah. 

Jika inflasi menyebabkan harga 

kebutuhan pokok naik, program-

program yang sebelumnya difokuskan 

pada pemberdayaan ekonomi mungkin 

perlu dialihkan untuk menyediakan 

bantuan langsung bagi masyarakat yang 

terkena dampak paling parah oleh 

kenaikan harga tersebut. Secara 

keseluruhan, memahami dan mengelola 

dampak inflasi adalah elemen kunci 

dalam mempertahankan keberlanjutan 

dan efektivitas program-program sosial. 

Dengan mengintegrasikan faktor 

inflasi ke dalam analisis dan 

perencanaan, organisasi dapat lebih baik 

memprediksi tantangan di masa depan 

dan menyesuaikan strategi mereka untuk 

memastikan bahwa program-program 

yang dijalankan tetap memberikan nilai 

sosial yang maksimal, bahkan dalam 

kondisi ekonomi yang berubah-ubah. 

Hal ini juga menunjukkan pentingnya 

fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi 

dalam manajemen program, sehingga 

nilai SROI yang dihasilkan dapat 

mencerminkan dampak sosial yang 

sesungguhnya dan berkontribusi positif 

terhadap kesejahteraan masyarakat 

dalam jangka panjang. 

3. Perubahan Kebijakan Pemerintah 

dan Kondisi Sosial 

Perubahan kebijakan pemerintah 

memiliki dampak signifikan terhadap 

berbagai sektor, terutama yang berkaitan 

dengan subsidi atau insentif (Sari, 2024). 

Pemerintah sering kali menyesuaikan 

kebijakan ini untuk menanggapi 

dinamika ekonomi, sosial, dan politik 

yang berkembang (Ibnu et al, 2024). 

Setiap perubahan yang dilakukan, baik 

itu dalam bentuk peningkatan pajak, 



 

 

 

70 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA - SUMENEP 

PERFORMANCE : Jurnal Bisnis & Akuntansi Volume 12, No. 2, September 2024 

pengenalan regulasi baru, atau bahkan 

pengurangan insentif, dapat 

mempengaruhi keberlanjutan program-

program yang telah dirancang 

sebelumnya. 

Jika pemerintah memutuskan 

untuk meningkatkan pajak atau 

memperkenalkan peraturan yang lebih 

ketat, biaya operasional program tertentu 

bisa meningkat. Hal ini secara langsung 

akan mengurangi surplus anggaran yang 

tersedia, yang pada gilirannya dapat 

menurunkan nilai Social Return on 

Investment (SROI). SROI adalah 

indikator penting yang mengukur 

dampak sosial dari sebuah investasi, 

dengan mempertimbangkan manfaat 

sosial dan biaya yang terkait (Malini et 

al, 2024).  

Sebaliknya, jika pemerintah 

mengambil langkah-langkah untuk 

mengurangi pajak atau melakukan 

deregulasi, program-program tersebut 

dapat diuntungkan melalui penurunan 

biaya operasional dan peningkatan 

manfaat. Ini bisa memperkuat SROI 

karena lebih banyak sumber daya yang 

tersedia untuk diinvestasikan kembali 

dalam program tersebut, atau untuk 

memperluas cakupan dan dampaknya. 

Selain itu, deregulasi bisa memberikan 

kebebasan lebih bagi sektor swasta 

untuk berinovasi, yang pada akhirnya 

dapat menciptakan solusi yang lebih 

efektif dan efisien dalam menangani 

masalah sosial. 

Selain kebijakan pemerintah, 

perubahan sosial juga memainkan peran 

penting dalam mempengaruhi dampak 

dan keberlanjutan program sosial. 

Misalnya, penuaan populasi adalah 

fenomena global yang dapat menggeser 

prioritas dalam kebijakan public 

(Aprianti et al, 2022). Program yang 

awalnya dirancang untuk mendukung 

anak-anak muda mungkin perlu 

disesuaikan seiring perubahan 

demografi. Jika populasi lansia 

meningkat, mungkin akan ada 

kebutuhan yang lebih besar untuk 

program-program yang mendukung 

kesejahteraan lansia, dan program yang 

tidak menyesuaikan diri dengan 

perubahan ini mungkin akan melihat 

penurunan dalam nilai SROI. 

Urbanisasi, sebagai tren sosial 

lainnya, juga mempengaruhi bagaimana 

program sosial dijalankan dan dinilai. 

Perpindahan penduduk dari pedesaan ke 

perkotaan menciptakan kebutuhan baru, 

seperti perumahan yang terjangkau, 

infrastruktur kota yang memadai, serta 

layanan sosial untuk mengatasi masalah 

kemiskinan perkotaan. Program yang 

berhasil menanggapi tantangan ini 

dengan cara yang efisien kemungkinan 

besar akan memiliki nilai SROI yang 

tinggi. Sebaliknya, jika kesenjangan 

sosial di perkotaan meningkat, ini 
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mungkin menciptakan peluang bagi 

program sosial untuk mendapatkan 

dampak yang lebih besar, karena 

kebutuhan akan intervensi yang efektif 

juga meningkat. 

Secara keseluruhan, baik perubahan 

kebijakan pemerintah maupun dinamika 

sosial memiliki pengaruh yang besar 

terhadap keberlanjutan dan efektivitas 

program sosial. Program yang mampu 

beradaptasi dengan perubahan ini, baik 

melalui penyesuaian strategi maupun 

perancangan ulang program, akan lebih 

mungkin untuk mempertahankan atau 

bahkan meningkatkan nilai SROI 

mereka. Inilah mengapa pemahaman 

mendalam tentang konteks sosial, 

ekonomi, dan politik sangat penting bagi 

para perancang program dan pengambil 

kebijakan dalam menciptakan dampak 

sosial yang positif dan berkelanjutann

KESIMPULAN DAN SARAN 

Ketimpangan sosial ekonomi di 

Indonesia, terutama di wilayah pesisir, 

merupakan masalah serius yang 

berdampak pada berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, termasuk 

kesehatan dan kesejahteraan. Meskipun 

program pemberdayaan ekonomi telah 

diinisiasi oleh pemerintah, perusahaan, 

dan organisasi non-pemerintah untuk 

mengurangi ketimpangan ini, penerapan 

Social Return on Investment (SROI) 

sebagai metode evaluasi dampak 

program masih menghadapi berbagai 

tantangan. 

Tantangan dalam penerapan 

SROI berasal dari berbagai pihak, 

termasuk perusahaan, pemerintah, dan 

penerima manfaat program. Bagi 

perusahaan, kendala utama adalah fokus 

pada kepatuhan regulasi dan reputasi, 

serta kompleksitas dan biaya tambahan 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

SROI. Pemerintah menghadapi 

tantangan dalam birokrasi, keterbatasan 

kapasitas, dan prioritas anggaran yang 

lebih terfokus pada hasil jangka pendek. 

Sementara itu, masyarakat pesisir 

sebagai penerima manfaat sering kali 

menghadapi kesulitan dalam memahami 

konsep SROI, orientasi jangka pendek, 

serta himpitan ekonomi sehari-hari yang 

membuat mereka lebih fokus pada 

kelangsungan hidup daripada partisipasi 

dalam evaluasi jangka panjang. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

untuk meningkatkan efektivitas program 

pemberdayaan ekonomi di wilayah 

pesisir Indonesia, perlu adanya 

peningkatan kapasitas dalam penerapan 

SROI, serta penyesuaian pendekatan 

yang lebih sesuai dengan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat setempat. Selain 

itu, kebijakan yang lebih komprehensif 
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dan berkelanjutan diperlukan untuk 

mengatasi ketimpangan sosial ekonomi 

dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pesisir secara jangka 

panjang. 
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